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Pasca Beda Keterangan antara KPU dan Bawaslu,
MK Putus Sidang PHP Bupati Boven Digoel

Jakarta, 19 Maret 2021 - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Boven Digoel pada Senin (22/03) pukul 09.00 WIB. Persidanganyangdigelar

secara daringini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Pada sidang perdana (29/1) lalu, Perkara PHP Bupati Boven Digoel dengan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang
diajukanoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Martinus Wagi —Isak Bangri.Semy Latunussa selaku kuasa hukum
menerangkan bahwa Pihak Terkait belum menjalani masa jeda 5 tahun sejak dibebaskan daripenjara. Sehingga,
mengacu pada Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa salah satu
persyaratan menjadi calon kepaladaerah tidak pernah sebagaiterpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidanayangdiancamdengan pidana penjara
5(lima)tahunataulebih.Kecualiterhadap terpidanayang melakukantindak pidanakealpaan atau tindak pidana
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Selanjutnya pada Senin (8/2), Pihak Terkait yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusril lhza Mahendra
mengatakan MK tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh pemohon. Hal ini
karena perkara yang diajukan Pemohon bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan Bawaslu untuk
menyelesaikannya. Mengenai kedudukan hukum pemohon, Yusril menjelaskan perolehan pemohon dengan
pihakterkait melebihi 2%, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara a quo.

Kemudian, Komisioner KPU Rl Hasyim Asyari pada sidang Kamis (25/2) lalu. dalam keterangannya menegaskan
bahwa Yusak Yaluwo tidak memenuhi syaratsebagai calon bupati Kabupaten Boven Digoel karena selesai
menjalani pidanabelum melampaui 5 tahun pada masa pendaftaran 4 sampai 6 September 202 0. Menurutnya,
Yusak Yaluwo baru memenuhi syaratpencalonan,yakni5tahun terhitung sejak 27 Januari 2016, yaitu pada 27
Januari 2021. Sementara hal berbeda diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Rl Abhan. Dalam keterangannya, ia
mengatakan Bawaslu Boven Digoel telah menerima permohonan sengketa pemilihanyangdiajukan oleh Yusak
Yaluwo. la menerangkan bahwa Yusak Yaluwo — Yakob Weremba merupakan Paslon Bupati dan Wakil Bupati
Boven Digoel 2020 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel. Namun, berdasarkan keputusan KPU
RI, pasangancalonYusak Yaluwo — Yakob Weremba tidak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil
bupati Boven Digoel 2020 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan KPU Boven Digoel. (tir)
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